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Abstrak

Belum adanya bukti kepemilikan tanah (sertifikat) terhadap suatu hak atas tanah menyebabkan belum
terwujudnya tertib hukum dan tertib administrasi sehingga hal ini dapat memicu terjadinya sengketa
hak atas tanah. Masyarakat kurang memahami arti pentingnya melakukan legalitas formal terkait
dengan kepemilikan tanah, hal ini mengakibatkan sering terjadi sengketa hak atas tanah, sebagai akibat
dari tidak dilakukannya kegiatan legalitas formal terhadap tanah yang ia miliki sebagaimana yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang beralaku. Kegiatan pengabdian kepada
masyarkat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya legaitas formal dalam kepemilikan tanah.
Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab
mengenai legalitas hak atas tanah. Hasil kegiatan pengabdian, adanya peningkatan pengetahuan,
pemahaman dan merubah pola pikir beserta sikap masyarakat desa Koto Tinggi akan pentingnya
melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya. Para peserta
penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, hal ini terlihat dari
keaktifan mereka dalam mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dan kasus-kasus hukum yang
mereka hadapi kepada tim penyuluh terutama yang terkait dengan legalitas formal kepemilikan hak
atas tanah

Kata kunci: Legalitas Hak Atas Tanah, Sengketa Tanah, Perlindungan Hukum.

Abstract

The absence of proof of land ownership (certificate) for a land right has resulted in the absence of
legal order and orderly administration so that this can trigger land rights disputes. Communities do not
understand the importance of carrying out formal legality related to land ownership, this has resulted
in frequent disputes over land rights, as a result of not carrying out formal legal activities on the land
they own as stipulated in the provisions of the applicable laws and regulations. This community
service activity aims to socialize the importance of formal legality in land ownership. The method of
carrying out the dedication used is the lecture, discussion, and question and answer method regarding
the legality of land rights. The results of community service activities, there is an increase in
knowledge, understanding and changing the mindset and attitude of the Koto Tinggi village
community about the importance of carrying out formal legal activities regarding their land rights. The
legal counseling participants participated in the activity with a high sense of enthusiasm, this can be
seen from their activeness in submitting a number of legal questions and cases they faced to the
extension team, especially those related to the formal legality of ownership of land rights.

Keywords: Legality of Land Rights, Land Disputes, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Kebijakan dasar pembangunan nasional tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari sekian sektor pembangunan, kebijakan
terhadap legalitas formal tanah menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat yang
membutuhkan kepastian hukum terhadap tanahnya(Rahman et al., 2021).

Seiring dengan perubahan dan perkembangan pola pikir, pola hidup dan kehidupan manusia,
maka dalam soal mengenai tanah juga terjadi perubahan terutama berkaitan dengan kepemilikan dan
penguasaannya, mengenai kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah yang sedang atau akan
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dimilikinya. Dalam undang-Undang Dasar 1945, telah menegaskan bahwa Negara Indonesia
merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (machstaat) (Puspa Sari & Gunarto, 2018). Demikian pula soal tanah, pemerintah berkewajiban
memberikan kepastian hukum terhadap status tanah yang dikuasai masyarakat atau badan usaha.

Disadari atau tidak, tanah sebagai benda yang bersifat “permanen” (tidak dapat bertambah)
banyak menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat
(Albert, 2016). Legalitas hak atas tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka
memperoleh kepastian hukum atas satu bidang tanah yang dikuasai secara langsung baik diperoleh
melalui sutu perbuatan hukum seperti jual-beli, maupun oleh undang- undang karena pewarisan
(Rahman et al., 2021).

Pada prinsipnya peralihan hak atas tanah dalam hukum pertanahan adalah konsep “Terang dan
Tunai”. Terang artinya dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang. Tunai artinya harga jual
beli tanah/bangunan tersebut harus dibayar lunas (Sugeng, 2021). Kalau dalam hal pewarisan lunas
dapat diukur dengan selesainya proses pensertipikatan tanah. Jadi prinsipnya jika belum lunas, belum
bisa dikeluarkan Akta Jual Beli. Aspek legalitas tanah sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya
permasalahan hukum di kemudian hari (Puspa Sari & Gunarto, 2018). Aspek legalitas selain sebagai
bukti kepemilikan juga untuk memberikan kepastian kepada para pihak bahwa ada pemilik yang sah
atas tanah tersebut.(Karmilia et al., 2022)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 1 yang dimaksud dengan pendaftaran
tanah (Beritno, 2020) adalah rangakaian kegiatan yang dillakukan oleh pemerintah secara terus
menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan
pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi
bidang —bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak
tertentu yang membebaninya (Apriyanto, 2016). Pendaftaran tanah dilakukan oleh setiap orang yang
berkepentingan atas suatu tanah. Tanah yang sudah didaftarkan akan menghasilkan suatu produk akhir
yaitu berupa sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah(Tedjosaputro, 2016).

Namun dalam kenyataannya masyarakat masih belum memahami pentingnya melakukan legalitas
formal terkait dengan kepemilikan tanah yang disebabkan karena tingkat kesadaran hukum masyarakat
pada umumnya masih rendah dan adanya anggapan bahwa proses melakukan legalitas formal terkait
dengan kepemilikan tanah memerlukan biaya yang banyak serta prosedurnya dianggap rumit (Maulidi
et al., 2017). Sehingga tujuan dari Penyuluhan hukum ini adalah sebagai suatu upaya untuk
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum, dengan demikian masyarakat dalam pelegalan hak
atas tanah mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagai pihak yang berhak dan
berkepentingan (Setiyabudi, 2020).

METODE

Untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat
melakukan upaya untuk mengadakan kegiatan meningkatkan pemahamanan dan pola pikir akan
pentingnya legalitas hak atas tanah dengan membuat metode pelaksanaan dalam bentuk kerangka dan
metode pemecahan masalah (I Sagala, 2021).
1. Kerangka Pemecahan Masalah sebagai berikut:

a. Metode untuk menyelesaikan masalah dapat dirumuskan dalam pengabdian ini melalui
Pembelajaran dalam bentuk Ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode ini dipilih untuk dapat
menjelaskan kepada masyarakat Desa Koto Tinggi, Pasir Pengaraian mengenai Pentingnya
legalitas hak atas tanah.

b. Bentuk EvaluasiRespon peserta pada pelaksanaan kegiatan dalam bentuk diskusi dan Tanya
jawab peserta sesudah mengukuti kegiatan ini.

2. Metode Pelaksanaan Kegiatan, sebagai berikut :

a. Pembelajaran Dalam melakukan kegiatan pengabdian ini, para peserta dikumpulkan kemudian
dibuka dengan diawali dengan prolog tujuan melakukan pengabdian. Selanjutnya tim mulai
melakukan pembelajaran melalui pemberian materi pengenalan sebagai berikut: Materi Latar
Belakang Betapa Pentingnya Melakukan Legalitas Hak Atas Tanah, Materi Tentang Segala
Bentuk Hak Atas Tanah beserta Cara Melegalkannya.
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3. Diskusi dan Tanya Jawab

Adapun proses lanjut dari Ceramah adalah diskusi dan tanya jawab mengenai Legalitas hak atas
tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyaraka telah dilaksanakan di Desa Koto Tinggi Kecamatan
Rambah pada hari Selasa 07 Februari 2023 jam 08.00 — 12.00 WIB dengan jumlah peserta 48 Orang.
Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengenalan tim pengabdian kepada masyarakat, kemudian
maksud dan tujuan melakukan pengabdian yaitu memberikan pemahaman mengenai betapa
pentingnya melakukan legalitas hak atas tanah untuk masyarakat desa Koto Tingggi Kecamatan
Rambah, Pasir Pengaraian sehingga mempunyai pemahaman terhadap Legalitas ha katas tanah

Gambar 3. Daftar Hadir Peserta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, Pasir Pengaraian
telah berjalan dengan lancar dan para warga sebagai peserta telah mengikuti seluruh program
pengabdian dengan sangat antusias mulai dari pembukaan, pengisian ceramah dan diskusi, tanya
jawab seputar sengketa pertanahan beserta penyelesaiannya, tata cara melegalkan pemegang hak atas
tanah dengan bukti memiliki sertifikat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh peserta dengan baik sehingga mampu
meningkatkan pemahamanan pentingnya legalitas hak atas tanah sehingga nantinya masyarakat dapat
merealisasikannya di kehidupan sehari-hari dengan segera mendaftarkan tanahnya sehingga merasa
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nyaman dan aman. Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak
atas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh pemegang hak atas tanah
dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan tugas negara yang
dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat dalam rangka menjamin kepastian hukum di
bidang pertanahan. Sasaran dari kepastian hukum hak atas tanah adalah memberikan perlindungan
hukum kepada pemegang hak atas tanah, (siapa pemiliknya, ada / tidak beban diatasnya) dan kepastian
mengenai obyeknya, yaitu letaknya, batas-batasnya dan luasnya serta ada atau tidaknya bangunan,
tanaman diatasnya(Sugeng, 2021).

Dengan adanya kegiatan yang telah dilakukan oleh tim pengabdian maka telah memberikan
tambahan pengetahuan dan pemahaman cara untuk menghindarkan masyarakat dari sengketa
pertanahan di kemudian hari. Hal ini dapat dilihat pada feed back dari peserta dengan adanya respon
sharing dan tanya jawab yang sangat antusias serta permintaan pendampingan pemahaman lebih lanjut
mengenai Legalitas hak atas tanah

SIMPULAN

Dari uraian yang telah kami paparkan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa: sosialisasi
(penyuluhan hukum) dibidang pertanahan sangat diperlukan oleh masyarakat pedesaan, hal ini terbukti
dari hasil diskusi kami dengan anggota masyarakat di lokasi penyuluhan, bahwa informasi-informasi
yang menyangkut hukum pertanahan sangat mereka perlukan, terutama sekali informasi tentang
pentingnya melakukan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang mereka miliki. Sehingga dengan
dilakukannya kegiatan sosialisasi tersebut dapat menambah informasi, merubah pola pikir dan sikap
masyarakat desa Koto Tinggi akan pentingnya melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas
tanah yang dimilikinya.

SARAN

Sosialisasi hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum tetap dilaksanakan secara terus menerus
dengan materi yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat setempat, terutama yang
berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
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